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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
A. Kesimpulan 
1. Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam penyelesaian konflik kebebasan 
beragama berdasarkan Hak Asasi Manusia adalah Negara menjamin 
kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-
masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu 
sesuai dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Pasal 29 
ayat (2), Pasal 28E ayat (1) dan (2), Pasal 28I ayat (1) dan Undang-
Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 22 ayat 
(1) dan (2) juga tentang Konvensi Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik 
yang disahkan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang 
Pengesahan Konvensi Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik Pasal 18 
ayat (1) dan (2). Pemerintah indonesia juga menggunakan cara 
penyelesaian konfik kebebasan beragama melalui mediasi, sehingga asas 
kesetaraan dan non diskrimanasi dapat diterapkan kepada semua pihak.  
2. Terjadinya konflik dalam kebebasan beragama disebabkan banyak 
masyarakat dan bahkan pemangku kepentingan dalam hal ini adalah 
penyelenggara pemerintahan setingkat desa yang belum paham kebebasan 
beragama yang secara formal dijamin oleh berbagai macam peraturan 
termasuk didalam konstitusi negara Republik Indonesia, sehingga 
terciptanya celah-celah yang dapat dimanfaatkan oleh sekelompok oknum 
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yang meganut paham ekstrimisme dan fanatisme untuk melakukan 
tindakan radikal. 
 
B. Saran  
1. Negara sebagai pembuat kebijakan baik di pusat dan di daerah harus 
memperhatikan nilai-nilai prinsip Hak Asasi Manusia disetiap 
regulasi/peraturan terutama yang masih mengandung unsur agama 
tertentu. Hal ini harus selaras dengan Undang-Undang Dasar Republik 
Indonesia 1945 dalam hal kebebasan beragama  
2. Pemerintah sesegera mungkin untuk menarik peraturan yang masih 
mengandung unsur agama tertentu kemudian membuat peraturan yang 
sinkron terhadap nilai-nilai hak asasi manusia dalam beragama dan 
menindak dengan tegas pelaku-pelaku yang menggunakan kekerasan 
beragama. 
3. Pemerintah harus tegas melindungi dan menjamin kebebasan beragama 
dan berkeyakinan warga negara sesuai perundang-undangan yang 
berlaku di Indonesia. 
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